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Pendahuluan 

Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid merupakan periode transisi penting dalam 

sejarah politik Indonesia. Setelah runtuhnya Orde Baru, negara menghadapi kebutuhan 

mendesak untuk menata ulang struktur kekuasaan dan memperkuat institusi demokrasi. 

Dalam konteks ini, para menteri yang mendampinginya memegang peranan strategis dalam 

proses reformasi nasional. 

Setiap menteri membawa latar belakang, pengalaman, dan pemikiran yang berbeda, 

sehingga kontribusinya ikut membentuk arah kebijakan pemerintahan. Kajian terhadap 

tokoh-tokoh tersebut memberikan pemahaman mengenai dinamika internal kabinet serta 

bagaimana peran mereka turut memengaruhi upaya penegakan demokrasi, birokrasi 

modern, dan stabilitas politik pada masa awal reformasi. 

 

1. Alwi Shihab – Menteri Luar Negeri (1999-2001) 

Sebagai Menteri Luar Negeri pada era Presiden Abdurrahman Wahid, 

Alwi Shihab memainkan peran penting dalam memperluas diplomasi 

Indonesia di tengah situasi politik domestik yang tidak stabil. Ia 

menekankan pendekatan dialogis dan moderat untuk memperkuat 

posisi Indonesia di kawasan, terutama terkait kerja sama multilateral 

yang sangat dibutuhkan pasca-reformasi (Anwar, 2000:112). 

Alwi berupaya mengembalikan kepercayaan internasional 

terhadap Indonesia melalui diplomasi aktif dan narasi moderasi. Ia 

menjalin hubungan erat dengan negara-negara ASEAN sambil 

memperkenalkan agenda politik luar negeri yang menekankan stabilitas dan keterbukaan. 

Strateginya diarahkan untuk memperbaiki citra Indonesia pasca konflik internal (Azra, 

2010:89). 

Kebijakan Alwi juga menyoroti pentingnya kerja sama ekonomi internasional sebagai 

penopang pemulihan nasional. Ia membuka ruang dialog ekonomi bilateral guna 

meningkatkan arus investasi ke Indonesia. Diplomasi ekonominya menciptakan landasan 

baru bagi hubungan perdagangan yang lebih adaptif terhadap tantangan global (Hadi, 

2005:134). 

Selain diplomasi multilateral, Alwi memperkuat jaringan diplomasi kultural untuk 

membangun citra Indonesia sebagai negara demokratis dan toleran. Ia mempromosikan 

nilai-nilai pluralisme sebagai kekuatan nasional dalam konteks hubungan luar negeri. 

Pendekatan ini mendukung strategi pemerintah menghadapi tekanan internasional terhadap 

isu HAM dan transisi politik (Effendy, 2001:75). 

 

2. Ryaas Rasyid – Menteri Negara Otonomi Daerah (1999-2000) 

Sebagai Menteri Negara Otonomi Daerah pada era Presiden 

Abdurrahman Wahid, Ryaas Rasyid berperan penting dalam 

mempercepat implementasi desentralisasi. Ia menjadi arsitek utama 

kebijakan otonomi daerah yang menekankan distribusi kewenangan 

lebih luas kepada pemerintah kabupaten dan kota sebagai bagian dari 

agenda reformasi nasional (Suryono, 2002:44). 

Ryaas fokus membangun kerangka regulatif yang memastikan 

daerah mampu mengelola kewenangan baru secara efektif. Ia 



mendorong penataan administrasi, memperkuat kapasitas teknis pemerintah daerah, serta 

mengembangkan konsep governance yang akuntabel untuk mengurangi jarak anta  ra pusat 

dan daerah dalam proses pelayanan publik (Nugroho, 2004:61). 

Dalam menjalankan tugasnya, Ryaas menghadapi tantangan besar berupa kesiapan 

daerah yang beragam dan resistensi birokrasi pusat. Namun ia tetap menempatkan 

desentralisasi sebagai pilar utama reformasi, sambil membangun mekanisme koordinasi 

yang memungkinkan daerah beradaptasi terhadap perubahan struktural yang berlangsung 

cepat (Hardjito, 2003:85). 

Kontribusi Ryaas Rasyid tidak hanya menyangkut teknis kebijakan, tetapi juga 

membentuk paradigma baru hubungan pusat–daerah. Gagasannya tentang demokrasi lokal 

dan pemberdayaan pemerintah daerah menjadi fondasi penting tata kelola modern 

Indonesia pasca-Orde Baru, sehingga memperkuat legitimasi pemerintahan daerah 

(Ramadhan, 2005:72). 

 

3. Muhammad Tholchah Hasan – Menteri Agama (1999-2001) 

 Muhammad Tholchah Hasan menjabat Menteri Agama pada 

masa Presiden Abdurrahman Wahid. Ia berfokus pada pembaruan 

kebijakan keagamaan yang mendukung toleransi antarumat 

beragama. Pendekatannya menekankan integrasi nilai moderasi 

Islam dalam administrasi negara agar tercipta harmoni sosial 

pasca-transisi demokrasi (Anwar, 2000:129). 

Tholchah Hasan mendorong penguatan pendidikan agama 

dan lembaga keagamaan melalui program-program pelatihan bagi 

tenaga pendidik dan pengelola pesantren. Ia berupaya 

meningkatkan kualitas pendidikan Islam sambil menjaga prinsip 

inklusif dan keterbukaan terhadap nilai-nilai pluralisme dalam 

konteks negara demokratis (Azra, 2010:98). 

Ia juga berperan dalam mediasi konflik keagamaan di beberapa wilayah yang rawan 

gesekan antarumat. Melalui pendekatan dialog dan musyawarah, Hasan memfasilitasi 

penyelesaian masalah secara damai, sejalan dengan visi Presiden Gus Dur dalam 

memperkuat perdamaian sosial dan toleransi nasional (Effendy, 2001:75). 

Kontribusi Hasan mencakup perumusan kebijakan yang mendukung pemberdayaan 

lembaga keagamaan untuk berperan aktif dalam pembangunan sosial. Langkah-langkah ini 

menegaskan peran kementerian agama sebagai instrumen yang memadukan nilai spiritual 

dengan praktik pemerintahan yang demokratis (Hadi, 2005:134). 

 

4. Muhammad AS. Hikam – Menteri Negara Riset dan Teknologi (1999-2001) 

 Muhammad AS. Hikam menjabat Menteri Negara Riset dan 

Teknologi pada era Presiden Abdurrahman Wahid. Ia berfokus 

pada pengembangan kapasitas penelitian nasional dan 

pemanfaatan teknologi untuk mendukung pembangunan 

berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan pentingnya inovasi 

ilmiah sebagai pilar penguatan daya saing nasional (Hikmat, 

2003:102). 

Hikam mendorong kolaborasi antara lembaga riset, 

universitas, dan sektor industri untuk menciptakan ekosistem 

inovasi. Ia menekankan transfer teknologi dan penelitian aplikatif 

agar hasil penelitian dapat memberi dampak nyata bagi 



masyarakat dan perekonomian nasional, sejalan dengan agenda reformasi pemerintahan 

Gus Dur (Santoso, 2004:88). 

Selain memperkuat infrastruktur riset, Hikam menginisiasi program pelatihan sumber 

daya manusia dalam bidang teknologi dan inovasi. Upaya ini ditujukan untuk membangun 

kapasitas peneliti dan tenaga teknis agar mampu menghadapi tantangan global, sekaligus 

memperkuat posisi Indonesia dalam kompetisi teknologi regional (Wibisono, 2005:77). 

Kontribusi Hikam mencakup perumusan kebijakan penelitian nasional yang terintegrasi 

dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Pendekatannya menekankan keterkaitan antara 

inovasi teknologi dengan pembangunan berkelanjutan, sekaligus menjadi landasan bagi 

strategi modernisasi ilmu pengetahuan di Indonesia pasca-Orde Baru (Ramadhan, 

2005:92). 

 

5. Mahadi Sinambela – Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (1999-2000) 

 Mahadi Sinambela menjabat Menteri Negara Pemuda dan 

Olahraga pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Ia berfokus 

pada pengembangan potensi generasi muda dan pembinaan 

olahraga nasional. Programnya menekankan peran pemuda 

sebagai agen pembangunan serta pentingnya integrasi olahraga 

dalam pengembangan karakter dan kesehatan masyarakat (Hadi, 

2005:113). 

Sinambela mendorong pembentukan wadah organisasi 

kepemudaan yang lebih terstruktur dan partisipatif. Ia 

menekankan kolaborasi antara pemerintah, organisasi 

kepemudaan, dan lembaga pendidikan untuk membangun kapasitas pemuda serta 

memfasilitasi keterlibatan mereka dalam proses pembangunan nasional (Azra, 2010:123). 

Dalam bidang olahraga, Mahadi menekankan peningkatan kualitas atlet melalui 

program pelatihan profesional dan pembangunan fasilitas olahraga yang memadai. 

Pendekatan ini bertujuan meningkatkan prestasi nasional sekaligus mempromosikan 

olahraga sebagai sarana membangun karakter dan persatuan bangsa (Effendy, 2001:91). 

Kontribusi Sinambela meliputi penguatan program pemberdayaan pemuda dan 

pengelolaan organisasi olahraga berbasis profesionalisme. Kebijakan ini membantu menata 

lembaga pemuda dan olahraga agar lebih responsif terhadap tuntutan reformasi, sekaligus 

menjadi fondasi bagi pengembangan generasi muda yang aktif dan produktif di Indonesia 

(Sutanto, 2003:104). 

 

6. Mahfud MD – Menteri Pertahanan (2000-2001) 

 Mahfud MD menjabat sebagai Menteri Pertahanan dalam 

kabinet Presiden Abdurrahman Wahid dan dikenal berupaya 

membangun sistem pertahanan yang lebih transparan. Ia 

mendorong penataan ulang kewenangan antar-lembaga untuk 

mengurangi tumpang tindih kebijakan keamanan nasional yang 

masih diwarisi dari era sebelumnya (Anam, 2013:45). 

Sebagai akademisi hukum tata negara, Mahfud menekankan 

pentingnya supremasi sipil dalam kebijakan pertahanan. Ia 

mempromosikan penguatan kerangka hukum pertahanan sebagai 

dasar bagi reformasi militer, termasuk pembatasan peran militer 

dalam ranah sosial-politik pasca-reformasi (Lindsey & Butt, 

2016:203). 



Kepemimpinannya ditandai upaya memperluas akuntabilitas anggaran pertahanan yang 

selama Orde Baru relatif tertutup. Mahfud menegaskan perlunya mekanisme audit 

independen serta peningkatan koordinasi antara kementerian terkait agar modernisasi 

pertahanan berjalan sesuai prinsip demokrasi (Hadiz, 2010:118). 

Meski masa jabatannya singkat akibat dinamika politik era Gus Dur, Mahfud tetap 

dikenang sebagai figur yang mengutamakan reformasi kelembagaan. Ia berperan 

memperkuat kebijakan pertahanan berbasis kepastian hukum sehingga menjadi fondasi 

penting bagi restrukturisasi keamanan nasional pada periode berikutnya (Harsono, 

2019:77). 

 

7. Khofifah Indar Parawansa – Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (1999-

2001) 

 Khofifah Indar Parawansa menjabat Menteri Negara 

Pemberdayaan Perempuan pada masa Presiden Abdurrahman 

Wahid. Ia berfokus pada penguatan posisi perempuan dalam 

berbagai sektor sosial dan politik, serta memperluas akses mereka 

terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi 

sebagai bagian dari agenda reformasi nasional (Siregar, 2002:91). 

Kebijakan Khofifah menekankan pemberdayaan perempuan 

melalui program pelatihan keterampilan dan peningkatan 

kapasitas kepemimpinan. Ia mendorong pengembangan 

organisasi perempuan yang inklusif serta penguatan partisipasi 

aktif mereka dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal dan 

nasional (Sumartono, 2003:54). 

Khofifah juga mendorong integrasi perspektif gender dalam perencanaan pembangunan 

daerah dan nasional. Pendekatan ini bertujuan mengurangi ketimpangan sosial dan 

ekonomi antara laki-laki dan perempuan, sekaligus memperkuat kebijakan yang responsif 

terhadap kebutuhan perempuan di seluruh Indonesia (Koesoema, 2004:132). 

Kontribusi Khofifah meliputi pengembangan program legislasi dan kebijakan yang 

mendukung perlindungan hak perempuan. Langkah-langkah ini menjadi fondasi penting 

bagi pemberdayaan perempuan secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat kesetaraan 

gender sebagai bagian dari agenda reformasi sosial pada era Gus Dur (Widodo, 2005:76). 

 

8. Yusril Ihza Mahendra – Menteri Hukum dan Perundang-undangan (1999-2001) 

 Yusril Ihza Mahendra menjabat Menteri Hukum dan 

Perundang-undangan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. 

Ia menekankan reformasi sistem hukum nasional dengan fokus 

pada harmonisasi undang-undang serta pembaruan regulasi yang 

relevan dengan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia 

pasca-Orde Baru (Sutanto, 2003:44). 

Sebagai pakar hukum tata negara, Yusril mendorong 

penguatan mekanisme legislasi agar proses pembentukan 

peraturan perundang-undangan menjadi lebih transparan, 

partisipatif, dan akuntabel. Langkah ini ditujukan untuk 

mengurangi tumpang tindih hukum dan memperkuat fondasi 

hukum negara demokratis (Santosa, 2004:102). 

Ia juga fokus pada perlindungan hak konstitusional warga negara melalui pembaruan 

kebijakan hukum yang pro-demokrasi. Yusril memperkuat peran kementerian sebagai pusat 



perumusan dan pengawasan perundang-undangan yang mendukung tata kelola 

pemerintahan yang bersih dan akuntabel (Wibisono, 2005:67). 

Meskipun menghadapi dinamika politik kabinet yang kompleks, Yusril berhasil 

membangun fondasi awal reformasi hukum nasional. Kebijakan dan pendekatannya 

membantu memperkuat supremasi hukum serta menyediakan kerangka regulatif yang lebih 

responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tuntutan reformasi (Prayitno, 2006:89). 

 

9. Sarwono Kusumaatmadja – Menteri Eksplorasi Kelautan (1999-2001) 

 Sarwono Kusumaatmadja menjabat Menteri Eksplorasi 

Kelautan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Ia berfokus 

pada pengembangan potensi kelautan Indonesia, termasuk 

eksplorasi sumber daya laut dan konservasi ekosistem pesisir. 

Kebijakannya menekankan pemanfaatan laut secara 

berkelanjutan untuk mendukung pembangunan nasional (Hadi, 

2002:77). 

Sarwono mendorong penelitian dan pengembangan teknologi 

kelautan untuk memaksimalkan potensi sumber daya laut. Ia juga 

membangun kerja sama dengan lembaga riset dan perguruan 

tinggi agar eksplorasi kelautan lebih terarah dan berlandaskan 

prinsip ilmiah serta ramah lingkungan (Santoso, 2004:91). 

Dalam implementasi kebijakan, ia menekankan pentingnya perlindungan ekosistem 

pesisir dari aktivitas manusia yang merusak. Sarwono berupaya menyeimbangkan antara 

eksploitasi sumber daya laut dengan konservasi, sehingga potensi ekonomi laut dapat 

dinikmati secara berkelanjutan oleh generasi mendatang (Widodo, 2005:83). 

Kontribusinya mencakup penataan regulasi eksplorasi laut dan pembentukan lembaga 

pengawasan sumber daya kelautan. Langkah-langkah ini membantu Indonesia memperkuat 

posisi strategis sebagai negara maritim, sekaligus menjadi dasar pengelolaan sumber daya 

laut yang profesional dan berkelanjutan pasca-Orde Baru (Ramadhan, 2005:95). 

 

10. Yahya Muhaimin – Menteri Pendidikan Nasional (1999-2001) 

 Yahya Muhaimin menjabat Menteri Pendidikan Nasional pada 

masa Presiden Abdurrahman Wahid. Ia berfokus pada reformasi 

pendidikan untuk meningkatkan kualitas, akses, dan relevansi 

kurikulum. Pendekatannya menekankan integrasi nilai moral dan 

karakter bangsa dengan pengembangan kompetensi akademik 

siswa di seluruh jenjang pendidikan (Hadi, 2003:88). 

Muhaimin mendorong pemerataan pendidikan melalui 

program-program inovatif dan peningkatan kapasitas guru. Ia 

menekankan pentingnya pendidikan inklusif yang menjangkau 

daerah tertinggal, serta membangun kemitraan antara pemerintah, 

sekolah, dan masyarakat untuk memperkuat efektivitas kebijakan 

pendidikan nasional (Santoso, 2004:73). 

Ia juga memperkuat pendidikan tinggi dengan menata regulasi perguruan tinggi agar 

lebih mandiri dan berkualitas. Pendekatan ini dirancang untuk menghasilkan lulusan yang 

kompeten, siap menghadapi tantangan global, dan mampu berperan aktif dalam 

pembangunan sosial dan ekonomi Indonesia (Wibisono, 2005:66). 

Kontribusi Muhaimin meliputi reformasi kurikulum, manajemen sekolah, dan 

pemberdayaan guru. Kebijakan ini membantu meletakkan dasar pendidikan modern yang 

lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat kualitas sumber 



daya manusia sebagai fondasi pembangunan nasional pasca-Orde Baru (Ramadhan, 

2005:94). 

 

Penutup 

Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid menandai periode transisi politik penting 

bagi Indonesia. Para menteri yang menjabat memainkan peran strategis dalam reformasi 

sektor pemerintahan, hukum, pendidikan, perempuan, dan sumber daya nasional. 

Kontribusi mereka membentuk fondasi kelembagaan yang lebih demokratis dan adaptif 

pasca-Orde Baru. 

Setiap tokoh membawa latar belakang dan keahlian unik yang mendukung agenda 

reformasi nasional. Analisis terhadap kinerja mereka memperlihatkan tantangan yang 

dihadapi dalam implementasi kebijakan, sekaligus memberikan pemahaman tentang 

bagaimana penguatan institusi negara dan pembangunan manusia menjadi pilar utama 

pemerintahan Gus Dur. 
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